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ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini mengenai pengaturan tindak pidana
dan pemidanaan pencabulan sesama jenis di tiga negara yaitu, Indonesia, Malaysia,
dan Brunei Darussalam. Adapun metode yang digunakan untuk mengkaji penelitian
ini adalah melalui pendekatan kualitatif secara normatif terhadap norma hukum
pidana dan pemidanaan yang berlaku di ketiga negara tersebut. Adapun hasil
menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pencabulan sesama jenis di ketiga
negara ini berbeda-beda. Indonesia mengatur norma hukum materilnya didalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan ketentuan pelaku adalah orang
dewasa dan korban adalah anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan
ketentuan perbuatan dilakukan ditempat umum, atau dengan kekerasan, atau
dipublikasikan sebagai muatan pomografi, sedangkan hukum acaranya Indonesia
menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1981, Malaysia mengaturnya di
dalam Kanun Keseksaan (Akta 574) dengan ketentuan perbuatan dilakukan baik
secara suka sama suka maupun dengan paksaan, beserta hukum acaranya
menggunakan Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593). Brunei Darussalam
mengaturnya di dalam Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 dengan ketentuan
perbuatan dilakukan suka sama suka msupun dengan paksaan, serta hukum acara
yang digunakan adalah Periniah Keterangan Mahkamah Syariah 2002. Indonesia
mengancam pelakunya dengan hukuman denda dan penjara yang mengarah ke
pemidanaan retributif. Mzlaysia mengancam pelaku dengan hukuman penjara dan
scbat yang juga mengerah ke pemidsnaan retributif. Brunei Darussalam
mengancam pelaku dengan bukumen denda, penjara, sebat, rajam, dan ditahan di
pusat pemulihan yntuk peleke yang belum baiigh. Pemidanaan di Brunei mengarah
ke pemidanaan retributif untuk peleku yang sudah beligh, sedangkan untuk pelaku
yang belum baligh Brunei menerapkan pemidanaan preventif.

Kata Kunci : Perbandingan Hukura Pidana, Tindak Pidana Peacabulan
Sesama Jenis.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Waktu yang terus melaju membuat banyak perubahan-perubahan norma
kehidupan masyarakat. Perubahan norma yang dimaksudkan adalah perubahan
terhadap standar tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Salah satu
perubahan tersebut adalah adanya perubahan perilaku asusila. Hal ini terjadi
karena adanya kemajuan teknologi, mekanisme, industrialisasi, dan urbanisasi
di dalam masyarakat yang serba kompleks saat ini. Sehingga perubahan
perilaku asusila itu dapat membawa dampak yang buruk bagi kehidupan
masyarakat. Perilaku asusila biasanya terjadi antara laki-laki dan perempuan.
Kebanyakan korban dari tindakan asusila adalah perempuan, namun pada saat
ini tindakan asusila korbanya tidak hanya menimpa perempuan saja. Korban
dari tindakan asusila dapat menimpa semua jenis kelamin baik perempuan
maupun laki-laki dari semua jenis kalangan. Perbuatan asusila dapat terjadi
antara sesama jenis kelamin dan berbeda jenis kelamin.!

Salah satu perbuatan asusila yang menyimpang adalah perbuatan
pencabulan sesama jenis. Biasanya pelaku yang melakukan pencabulan sesama
jenis adalah seseorang yang memiliki perilaku homoseksual. Homoseksual
sendiri adalah suatu kecenderungan ketertarikan seksual terhadap sesama jenis.

Perilaku homoseksual dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dengan laki-laki

! Munir Fuadi, Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), him.62.



maupun seorang perempuan dengan perempuan. Praktik homoseksual sudah
ada sejak berabad-abad yang lalu, yaitu pada saat zaman nabi luth. Namun
ternyata pada masa ini pembahasan mengenai perilaku homoseksual masih
menjadi perdebatan masyarakat dunia. Selain melanggar aturan norma,
perilaku homoseksual memiliki banyak dampak buruk, salah satunya adalah
dampak terhadap kesehatan.?

Menurut World Health Organization (WHQO) bahwa kebiasaan hubungan
seksual sesama jenis dapat menyebabkan penularan virus seperti virus
hepatitis, HIV, serta penyakit kelamin lain. Berdasarkan catatan WHO pada
tahun 2016-2017 terjadi peningkatan penyebaran virus hepatitis. Virus ini
banyak menjangkit kelompok yang melakukan hubungan seksual sesama jenis.
Selain itu pada tahun 2022 WHO menyatakan bahwa wabah cacar monyet
meningkat darurat mengancam kesehatan masyarakat dunia. HOW
mengkonfirmasi terdapat 68.900 kasus cacar monyet yang dilaporkan dari 106
negara anggota. Sebagian besar kasus terjadi terhadap laki-laki yang
berhubungan seksual dengan laki-laki. Laporan tersebut didapat dari Eropa dan
Amerika yang mana kebanyakan negara di sana melegalkan perilaku
homoseksual.®

Orang yang memiliki perilaku homoseksual biasa disebut sebagai kaum
LGBT. LGBT sendiri merupakan akronim dari lesbian, gay, bisexsual, dan

transgender yang merupakan kelainan orientasi seksual yang menyukai

2 World Health Organization, “Hepatitis A Outbreaks Mostly Affecting Men WHO Have Sex
With Men-European Region and the Americas” diakses https://www.who.int pada 15 Oktober 2023.

3 World Health Organization, Strategic Preparedness Readiness and Response Plan
Monkeypox, (Geneva : World Health Organization, 2022), him.10.


https://www.who.int/

seseorang dengan jenis kelamin yang sama. Istilah kata gay dan lesbian
memiliki makna yang hampir sama, yaitu dimana istilah kata gay digunakan
untuk sebutan seorang laki-laki yang menyukai sesama laki-laki, sedangkan
untuk istilah kata leshian juga digunakan untuk perempuan yang memiliki
orientasi seks terhadap sesama jenis, yaitu seorang perempuan yang menyukai
sesama perempuan. Biseksual merupakan seseorang yang memiliki orientasi
seksual atau ketertarikan seksual kepada sesama jenis dan juga kepada lawan
jenis secara bersamaan, dan transgender sendiri merupakan istilah yang
digunakan untuk menunjukan seseorang yang memiliki hasrat untuk
berpenampilan yang berlawanan dengan kodratnya.*

Eksistensi kaum LGBT hingga saat ini masih menjadi bahan diskusi yang
terus menerus berkembang di berbagai belahan dunia. Secara global eksistensi
kelompok LGBT mendapatkan banyak dukungan. Banyaknya dukungan dari
global di antaranya adalah kampanye free and equal sebagai bentuk dukungan
dari PBB, disahkannya resolusi yang mengecam negara yang menolak LGBT
oleh United Nations Human Rights Council pada tahun 2014, membentuk
Devisi Independent Expert on Sexual Orientation and Gender ldentity pada
tahun 2016, bahkan negara-negara eropa mengadopsi sebuah undang-undang
yang mendukung kaum LGBT sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.®

Menurut data yang diterbitkan oleh Departemen Riset Statista, bahwa

pada tahun 2022 ada 68 negara di seluruh dunia yang mengkriminalisasikan

4 Safrudin Aziz, Pendidikan Seks Perspektif Terapi Sufistik Bagi LGBT, (Kendal : Ernest,
2017), him. 29-31.

> Wilkinson dkk, “LGBT Righs in Southeast Asia : One Step Forward, Twi Steps Back?”,
Journal Of Asian Studies, Vol. 3, No. 1, 2017, him. 6.



perilaku homoseksual. Negara tersebut kebanyakan berasal dari Timur Tengah,
Afrika, dan Asia seperti, Iran, Yaman, Qatar, Arab Saudi, Brunei Darussalam,
Afghanistan, dan sebagainya.® Dan ada juga negara yang melegalkan perilaku
homoseksual, diantara negara-negara yang melegalkan hubungan seksual
sesama jenis yaitu seperti Argentina, Brazil, Prancis, Jerman, Belanda, taiwan
dan lainnya.’

Sedangkan di kawasan Asia Tenggara sendiri hampir semua negara
mengecam perilaku ini. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara
yang memberikan perlindungan terhadap warganya dari tindakan diskriminasi
berbasis gender. Thailand telah mengimplementasikan Perundang-undangan
anti diskriminasi terhadap seseorang yang memiliki orientasi seksual
menyimpang menjadi hukum nasionalnya pada tahun 2015. Bahkan Thailand
telah meratifikasi Rancangan undang-undang tentang pengakuan terhadap
kemitraan sipil dan memberikan hak kepada pasangan sejenis terhadap
legalitas hukum yang sama seperti warga negara lainnya.®

Selebihnya negara Asia Tenggara yang lainnya seperti Indonesia, Brunei
Darussalam, Malaysia, Singapura, Laos, Kamboja, Filipina, Myanmar, dan
timor Leste tidak memberikan pengakuan dan hak istimewa kepada seseorang

yang memiliki orientasi seksual menyimpang. Bahkan di Indonesia, Malaysia,

® Departemen Riset Statista, “Jumlah Negara Yang Mengkriminalisasi Homoseksualitas
2022” diakses https://www-statista-com pada 10 November 2023.

7 Pew Research Center, “Same-Sex Marriage Around the World” diakses
https://www.pewresearch.org pada 15 Oktober 2023.

& Yasmin Nur Habibah dkk, “Globalisasi dan Penerimaan LGBTQ+ di ASEAN: Studi Kasus
Budaya Boys’ Love di Thailand”, Jurnal Sentris Universitas Katolik Parahyangan, Vol.2, No.1,
2021, him.92.
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dan Brunei Darussalam perilaku homoseksual mendapatkan penolakan yang
sangat keras. Negara-negara ini menganggap bahwa perilaku homoseksual
merupakan perilaku yang melanggar kesusilaan dan norma-norma agama yang
dianut oleh masyarakatnya. Bahkan perilaku homoseksual dapat mendorong
seseorang melakukan tindakan pencabulan sesama jenis. Oleh karena itu,
ketiga negara ini mengatur tentang tindak pidana pencabulan sesama jenis baik
yang dilakukan oleh kaum LGBT maupun Non LGBT yang korbannya adalah
sesama jenis kelamin.

Pencabulan sesama jenis adalah kejahatan yang sudah tidak asing lagi
ditelinga masyarakat Indonesia. Kasus pencabulan sesama jenis sering terjadi
di Indonesia. Adapun beberapa contoh kasus pencabulan sesama jenis yang
pernah terjadi di Indonesia yaitu :

1. Pada tahun 1996 terjadi kasus pencabulan sesama jenis yang disertai
pembunuhan terhadap 12 anak yang dilakukan oleh seorang tunawisma
yang bernama Robot Gedek. Pada tahun 1997 pengadilan menjatuhkan
hukuman mati terhadap Robot Gedek.®

2. Pada tahun 2010 seorang pria bernama Baekuni menghebohkan Indonesia.
Baekuni melakukan tindakan pencabulan sesama jenis yang disertai dengan
pembunuhan terhadap 14 anak jalanan yang mana 4 dari korbannya

dimutilasi. Dari kasus tersebut Hakim memutuskan bahwa Baekuni

® Faisal Irfani, “Kasus Robot Gedek: Konspirasi atau Memang Aksi Keji?” diakses
https://tirto.id pada 08 Juli 2024.
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terbukti melanggar Pasal 340 juncto Pasal 365 ayat 1 KUHP dengan vonis
penjara selama seumur hidup.*®

3. Pada tahun 2016 seorang artis bernama Saipul Jamil melakukan tindak
pidana pencabulan sesama jenis terhadap anak laki-laki yang berumur 17
tahun. Saipul Jamil divonis terbukti bersalah dan dihukum penjara selama
8 tahun. Hukuman tersebut diperberat hakim karena saipul jamil juga
terbukti melakukan suap terhadap panitera Pengadilan Negeri Jakarta.!

4. Pada bulan Mei lalu seorang mahasiswa dan pelajar SMA ditangkap pihak
kepolisian atas kasus pencabulan sesama jenis. Pelaku melakukan tindakan
pencabulan terhadap 11 anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar.

Atas perbuatannya tersebut pelaku terancam penjara hingga 15 tahun.*?

Pada faktanya kasus pencabulan sesama jenis selalu terjadi setiap
tahunnya. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi di lingkup yang kecil saja.
Parahnya kasus pencabulan ini juga bisa terjadi di lingkungan kerja seperti
kantor dan lingkungan pendidikan seperti di sekolah. Kebanyakan penelitian
memperlihatkan bahwa korban dari pencabulan didominasi oleh perempuan
dan pelakunya didominasi oleh laki-laki. Namun pada kenyataannya tidak
dapat dipungkiri bahwa lelaki juga menjadi korban dari tindakan pencabulan.

Pada tahun 2020 terdapat 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual

10 Edi Wahyono, “Kejinya Babe Pembantai Anak Jalanan Jakarta” diakses
https://news.detik.com pada 08 Juli 2024.

1 Mei Amelia, “Ini Kronologi Pencabulan Remaja Laki-laki Oleh Artis Saipul Jamil” diakses
https://news.detik.com pada 28 Mei 2024.

12 Trvan Maulana, “Remaja Karawang Yang Sodomi 11 Bocah Terancam 15 Tahun Penjara
Bui” diakses https://www.detik.com pada 08 Juli 2024.
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yang diantaranya adalah menjadi korban pencabulan. Data ini adalah Laporan
Studi Kuantitatif Barometer Kesehatan Gender yang dikeluarkan oleh 1JRS

(Indonesia Judicial Research Society).

Pada tahun 2018 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPALI)
mengeluarkan data bahwa korban kekerasan seksual pada tahun itu korbannya
lebih banyak terjadi pada laki-laki, yang mana data menunjukan 60% anak laki-
laki mengalami kekerasan seksual dan 40% nya adalah anak perempuan. Selain
itu pada tahun 2017 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
anak merilis data yang menunjukan pada kelompok anak yang berumur 13-17
tahun jumlah kekerasan seksual lebih banyak dialami oleh laki-laki yaitu 8,3%
dibanding pada perempuan yang mencapai 4,1%.

Tidak hanya di Indonesia, di Malaysia tindak pidana pencabulan sesama
jenis juga mendapatkan perhatian yang serius baik dari para pemimpinnya
maupun dari masyarakatnya. Masyarakat Malaysia menganggap isu ini sangat
sensitif karena perilaku tersebut menyalahi aturan agama dan norma kesusilaan
serta menyimpang dari perilaku yang sesuai dengan fitrah manusia. Oleh
karena itu, masyarakat Malaysia memandang perilaku ini sebagai perilaku
yang menyimpang. Pada tahun 2022 Perdana Menteri Malaysia mengeluarkan
pernyataan bahwa pemerintah Malaysia memandang serius isu yang berkaitan
dengan perilaku homoseksual. Di Malaysia tindak pidana pencabulan sesama

jenis merupakan perbuatan yang ilegal. Tindak pidana pencabulan sesama jenis

13 Indonesia Judicial Research Society, “Kekerasan Seksual Pada Laki-laki Diabaikan dan
Belum Ditangani Serius” diakses https://ijrs.or.id pada 07 Oktober 2024.
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dirumuskan di dalam Pasal 377a, 377b, dan 377¢c Kanun Keseksaan (Akta 574)
yang melarang hubungan badan yang bertentangan dengan tatanan alam.*

Selain Indonesia dan Malaysia, negara asia tenggara lainnya yaitu Brunei
Darussalam juga membahas tegas isu ini. Brunei Darussalam merupakan
negara yang memiliki bentuk pemerintahan kesultanan. Mayoritas masyarakat
Brunei Darussalam menganut agama islam. Oleh sebab itu hukum di negara ini
kental dengan hukum islam. dalam Islam jelas bahwa berhubungan seks
sesama jenis adalah perbuatan yang haram. Oleh karena itu, pemerintah Brunei
Darussalam mengambil sikap tegas terhadap perbuatan pencabulan sesama
jenis. Di dalam hukum pidana Brunei Darussalam pencabulan sesama jenis
disebut dengan liwat, dan liwat merupakan tindak pidana yang serius®®

Setiap negara tentunya mempunyai suatu cita-cita yang dijadikan sebagai
tujuan nasionalnya. Dalam mewujudkan suatu tujuan nasional tentunya negara
harus mempunyai produk hukum. Ketentuan ini bermakna bahwa hukum
mengatur segala aspek kehidupan berbangsa serta bermasyarakat. Adanya
hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan
terhadap masyarakat. Hukum selalu beriringan mengikuti perkembangan
masyarakat. Dimana ada masyarakat pasti disana ada hukum, hal ini

sepemahaman dengan pandangan Cicero yaitu “Ubi Societas Ibi Ius”.

14 Maisarah Mahmud dan Nur Zainatul Nadra Zainol, “Fenomena LGBT di Malaysia:
Analisis Faktor dan Kaedah Pemulihan”, Jurnal Islam dan Masyarakat Kontenporer Universitas
Sultan Zainal Abidin, Vol. 23, No. 1, 2022, him. 137.

15> Rima Rohmiati, “Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Homoseksual Menurut Hukum
Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam di Beberapa Negara Dengan Mayoritas Penduduk
Beragama Islam”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 7, No. 2, 2020, him. 11.



Perkembangan hukum mengikuti pola perilaku masyarakat di suatu wilayah.
Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan peraturan hukum antar negara.®

Di dalam masyarakat, hukum berfungsi sebagai sosial kontrol (social
control). Sosial kontrol yang artinya adalah suatu proses baik yang terencana
maupun tidak terencana, yang sifatnya mendidik, mengajak ataupun memaksa
masyarakat untuk mematuhi kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Wujud dari
sosial kontrol berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, ataupun konsiliasi.
Suatu larangan merupakan patokan dari adanya pemidanaan. Artinya apabila
ada sesuatu yang dilanggar akan menimbulkan sanksi negatif terhadap
pelanggarnya. Selain itu hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengubah
masyarakat (social engineering). Hukum sebagai alat pengubah masyarakat
berkaitan dengan fungsi hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan
dalam masyarakat.’

Dalam membuat suatu produk hukum, setiap negara memiliki kebijakan
kriminalnya masing-masing. Begitupun kebijakan kriminal yang diambil oleh
Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam terkait sanksi terhadap tindak
pidana pencabulan sesama jenis. Meskipun ketiga negara ini memiliki aturan
mengenai tindak pidana pencabulan sesama jenis, namun ketiganya pasti
memiliki persamaan dan perbedaan dalam merumuskan peraturan nya. Oleh
karena itu, permasalahan ini menjadi menarik untuk dibahas, sehingga peneliti

tertarik mengkaji hal ini dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul:

16 Anak Agung Gede Okta Parwarta dkk, Memahami Hukum dan Kebudayaan, (Bali: Pustaka
Ekspedisi, 2016), him. 1-2.
17 Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), him.22-27.
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PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA DAN

PEMIDANAAN TERHADAP PENCABULAN SESAMA JENIS (STUDI

PERBANDINGAN DI NEGARA INDONESIA, MALAYSIA, DAN

BRUNEI DARUSSALAM).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka adapun rumusan masalah dari
penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam mengatur soal
tindak pidana Pencabulan sesama jenis dalam hukum pidana mereka
masing-masing ?

2. Bagaimana Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam mengatur
mengenai pemidanaan terkait tindak pidana Pencabulan sesama jenis
dalam norma hukum pidananya masing-masing ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan dari
penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam mengatur
soal tindak pidana Pencabulan sesama jenis dalam hukum pidana mereka
masing-masing.

2. Untuk mengetahui Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam mengatur
mengenai pemidanaan terkait tindak pidana Pencabulan sesama jenis

dalam norma hukum pidananya masing-masing.
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D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademis
Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan dedikasi
pemahaman dalam perkembangan ilmu hukum, yang terkhusus terhadap
penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis.
Serta penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan bagi
peneliti selanjutnya dalam melakukan studi yang lebih mendalam lagi
mengenai permasalahan ini.
2. Manfaat Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi untuk membantu
kemajuan hukum pidana di Indonesia, yang khususnya dalam kasus-kasus
yang berkaitan dengan tindak pidana asusila. Serta diharapkan
perbandingan hukum yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dapat
menjadi bahan kajian para pembuat undang-undang untuk melihat
peraturan negara Malaysia dan Brunei Darussalam terkait pencabulan
sesama jenis guna mengambil yang baiknya.
3. Manfaat Praktis
Penelitian ini dibuat kiranya tak lain peneliti ingin memberikan
lukisan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pengaturan hukum
pidana terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis. Serta memberikan
informasi kepada masyarakat mengenai penegakan hukum pidana di

Indonesia terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis.
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E. Ruang Lingkup
Sesuai dengan judul skripsi yang dipilih oleh penulis, maka dari itu ruang
lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada tiga negara yaitu
Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam untuk dilakukan perbandingan
hukum mengenai tindak pidana pencabulan sesama jenis.
F. Kerangka Teori
Kerangka teori merupakan teori yang digunakan sebagai dasar dalam
suatu riset guna merangkai kerangka konseptual. Kerangka teori digunakan
sebagai pengarah agar penelitian sesuai dengan fakta di lapangan dan dapat
menyebutkan serta menjelaskan data yang telah diperoleh, serta kerangka teori
juga digunakan sebagai bahan pembahasan dari hasil studi.'8
1. Teori Kebijakan Kriminal
Selain masalah kemanusiaan kejahatan juga merupakan masalah
sosial, bahkan dinyatakan sebagai the oldest social problem. Dalam
menghadapi masalah ini diperlukan suatu upaya untuk menanggulanginya.
Upaya penanggulangan kejahatan termasuk ke dalam kerangka kebijakan
kriminal. Secara sederhana kebijakan kriminal adalah upaya yang masuk
akal yang dilakukan oleh negara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya
ini merupakan upaya yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk

memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Dimana pengertian ini

18 Nizanuddin dkk, Metodelogi Penelitian Kajian Teoritis dan Praktik Bagi Mahasiswa,
(Riau : Dotplus Publisher, 2021), hIm.88-89.
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diambil dari Marc Ancel yang mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai
“the rational organization of the control of crime by society.”°

Kebijakan kriminal (criminal policy) merupakan suatu kebijakan
untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan.
Kebijakan kriminal tidak terlepas dari adanya kebijakan yang lebih luas,
yaitu kebijakan sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial (social
welfare policy) dan kebijakan untuk melindungi masyarakat (social
defence policy). Kebijakan kriminal dilakukan dengan dua cara, yaitu cara
penal dan cara non-penal. Cara penal artinya adalah adanya hukuman
melalui sistem peradilan pidana. Serta penegakannya harus mengarah
kepada tercapainya tujuan dan kebijakan sosial, berupa kesejahteraan
sosial dan perlindungan terhadap masyarakat.?°

Menurut G.P. Hoefnagels bahwa kebijakan kriminal merupakan
suatu kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial. Dengan demikian bahwa
kebijakan kriminal merupakan bagian dari sub sistem penegakan hukum,
yang mana kebijakan sosial sendiri mencakup sistem penegakan hukum.
Upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui beberapa cara,
menurut G.P. Hoefnagels sendiri sendiri yaitu dengan cara:?*

a. Diterapkannya hukum pidana

b. Dilakukannya pencegahan tanpa pidana

19 Dey Ravena, Kebijakan Kriminal (Criminal Policy), (Jakarta : Kencana, 2017), him.2-3.

20 Evlyn Martha Julianthy, Kebijakan Kriminal Terhadap Penyelundupan Manusia, (Medan:
Enam Media, 2019), him.7.

21 Barda Nawawi, Bungan Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan
Konsep KUHP Baru, (Jakarta : Kencana, 2017), him.3-4.
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c. Melalui media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai
kejahatan dan pemidanaan.

Pada hakikatnya kebijakan kriminal merupakan integral dari upaya
perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.
Oleh sebab itu bahwa tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah
memberikan perlindungan terhadap masyarakat demi tercapainya
kesejahteraan masyarakat.?? Dengan demikian kebijakan kriminal dapat
dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui upaya penal (dengan hukum
pidana) dan upaya non-penal (bukan dengan hukum pidana). Kebijakan
kriminal dengan menggunakan sarana penal maksudnya adalah
mengupayakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum
pidana yang dilakukan melalui peradilan pidana terpadu. Hal ini akan
berkaitan dengan proses kriminalisasi yang dilakukan oleh pembuat
undang-undang. Kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal
lebih bersifat penindakan (repressive), artinya sesudah kejahatan itu
terjadi. Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan dengan
menggunakan sarana non-penal lebih bersifat mencegah sebelum
kejahatan tersebut terjadi (preventive).??

Setiap negara pastinya memiliki landasan kebijakan kriminal yang

berbeda. Seperti dalam menentukan kebijakan kriminal terhadap tindak

22 John Kenedi, “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia:
Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)”, Jurnal AL-IMARAH UINFAS Bengkulu,
Vol. 2, No. 1, 2017, him.17.

2 Dwidja Priyatno & Kristian, Kebijakan Formulasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana
Korporasi Dalam Peraturan Perundang-undangan Khusus di Luar KUHP di Indonesia, (Jakarta :
Sinar Grafika, 2017), him.9.
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pidana pencabulan sesama jenis. Setiap negara yang mengatur tentang
tindak pidana ini tentunya memiliki alasan-alasan tertentu. Teori kebijakan
kriminal digunakan untuk mengetahui bagaimana kebijakan kriminal yang
dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura terhadap tindak pidana
pencabulan sesama jenis.
2. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan merupakan suatu konsep ataupun pandangan
mengenai sistem hukum pidana yang dijalankan di dalam masyarakat.
Teori pemidanaan selalu berkembang mengikuti dinamika kehidupan
masyarakat. Hal ini terjadi akibat dari tingkah laku masyarakat yang selalu
menimbulkan dan mengembangkan kejahatan-kejahatan dari masa ke
masa.?*

Pada umumnya, teori pemidanaan terbagi atas 3 (tiga) bagian,
yaitu:?®
1. Teori Absolut atau Teori Retributif (Pembalasan)

Teori ini pertama dikenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori ini
berpendapat bahwa seseorang dijatuhkan hukuman pidana semata-
mata karena orang tersebut telah melakukan kejahatan atau tindak
pidana. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa pidana merupakan
tuntutan yang mutlak, artinya penjatuhan pidana bukan bertujuan

untuk praktis. Penjatuhan pidana bukan bertujuan untuk memperbaiki

24 La Ode Faiki, Dasar-dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik, (Bantul : Mata Kata
Inspirasi, 2023), him. 20.

25 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, (Bandung : Sumur Bandung,
1992), him. 16.
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pelaku kejahatan, namun pidana merupakan suatu keharusan yang
perlu dijatunkan kepada pelaku kejahatan. Pada intinya teori absolut
berpegang bahwa hakekat dari pidana adalah pembalasan. Teori ini
hanya mengedepankan bahwa sanksi pidana yang dijatunkan kepada
seseorang semata-mata karena orang tersebut telah melakukan
kejahatan yang akibatnya seseorang tersebut harus mendapatkan
balasan atas kejahatannya, sehingga saksi yang dilakukan bertujuan
untuk memuaskan keadilan.?
2. Teori Relatif atau Teori Preventif (Tujuan)

Teori Relatif adalah teori pemidanaan yang inti dari isinya
mengatakan bahwa pidana merupakan alat yang digunakan untuk
menegakkan hukum di dalam masyarakat. Teori ini berbanding
terbalik dengan teori absolut. Teori ini tidak hanya menjadikan pidana
sebagai pembalasan semata. Teori relatif memandang bahwa
penjatuhan pidana haruslah memiliki tujuan-tujuan tertentu yang
bermanfaat. Adapun tujuan penjatuhan pidana menurut teori relatif
adalah bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat, memperbaiki
pelaku agar tidak mengulangi kejahatan lagi, serta memperbaiki

kerugian yang diderita korban akibat dari kejahatan tersebut.?’

26 7ainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), him. 11.
27 Syarif Sadam Rivanie dkk, “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan”, Jurnal Halu
Oleo Law Review Halu Oleo University, Vol. 6, No. 2, 2022, him. 180.



17

3. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah teori pemidanaan yang mengabungkan
antara teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut teori ini
pemidanaan bertujuan untuk pembalasan dan tujuan tertentu yang
lebih bermanfaat. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara

pembalasan dan kemanfaatan dari pemidanaan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian berbicara mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan
penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara untuk menyelesaikan
maupun mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan kaidah
ilmiah. Menurut Sugiono “metode penelitian merupakan cara-cara ilmiah
untuk memperoleh data yang benar, dengan maksud dapat diketahui,
dikembangkan, serta meyakinkan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada
waktunya dapat digunakan untuk mengidentifikasi, memecahkan, dan
mengantisipasi masalah.”?® Di Indonesia penelitian hukum (research of law)
dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu tipe penelitian hukum doktrinal atau
normatif, dan tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris.?® Untuk
mendapatkan hasil yang yang semaksimal mungkin, maka metode penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

28 Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Depok : Prenadamedia Group, 2018), him. 3.

29 Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-
Doktrinal, (Makasar : Social Politic Genius, 2020), him. 4.
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1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum kualitatif secara
normatif, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan kaidah meneliti
bahan-bahan pustaka. Penelitian hukum normatif merupakan suatu
penelitian yang memberikan penjabaran secara teratur mengenai
peraturan-peraturan yang mengatur suatu jenis kaidah atau norma tertentu
yang merupakan standar perilaku manusia yang dianggap tidak
menyimpang.®® Penelitian hukum normatif pada dasarnya tidak
menekankan kepada peninjauan lapangan. Sebab pada penelitian hukum
normatif hal yang diteliti merupakan bahan hukum yang berbentuk tulisan.
Hingga dikatakan bahwa penelitian hukum normatif sebagai penelitian
kajian ilmu hukum.3!

Berdasarkan pengertian diatas, maka jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sebab
penulis dalam melakukan penelitian ini dengan mengkaji bahan-bahan
kepustakaan sebagai sumber utama untuk menganalisis permasalahan, dan
penulis dalam melakukan penelitian ini tidak melakukan penelitian
lapangan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perbandingan
pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan sesama jenis di tiga

negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

30 Djulaeka dan Devi Rahayu, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, (Surabaya: Scopindo,
2012), him.20.

31 Muhammad Siddigq Armia, Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum, (Banda
Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), him. 21.
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2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian merupakan sudut pandang penulis dalam
memilih jangkauan pembahasan yang diinginkan mampu memberikan
kejelasan terhadap uraian dari suatu karya ilmiah.3? Pendekatan penelitian
yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan
beberapa pendekatan yaitu:
a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mengkaji semua peraturan
Perundang-undangan dan ordinasi yang memiliki kaitan dengan kasus
yang dikaji. Pendekatan statute approach memandang hukum sebagai
suatu skema yang tertutup yang memiliki 3 sifat, yakni: 1)
Comprehensive, yang artinya bahwa secara rasional norma-norma
hukum yang berada di dalamnya terikat satu sama lain. 2) All-Iclusive,
yaitu bahwa tidak bakal ada kekurangan hukum sebab norma hukum
mampu menampung permasalahan hukum. 3) Sistematic, bahwa
norma-norma hukum tersusun secara teratur.

Penulis menelaah semua peraturan Perundang-undangan yang
berkaitan dengan tindak pidana pencabulan sesama jenis di tiga
negara, yakni di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam.
Sehingga peneliti dapat mengetahui mengenai perbandingan

pengaturan dan pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan

32 | Made Pasek Diantha, Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori
Hukum, (Jakarta : Prenanda Media Group, 2017), him. 156.

33 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram University Press, 2020), him.
56.
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sesama jenis di ketiga negara tersebut, yang tentunya melibatkan
pertimbangan dan peninjauan peraturan Perundang-undangan dan
norma hukum yang ada.

b. Pendekatan Perbandingan (Comparative approach)

Pendekatan perbandingan adalah suatu jenis pendekatan dalam
suatu penelitian dengan cara peneliti melakukan perbandingan baik
dengan negara-negara lain maupun dengan suatu peristiwa yang
terjadi di negara tersebut.®* Pendekatan ini dilakukan dengan cara
membandingkan undang-undang yang ada di dalam suatu negara
dengan undang-undang yang ada pada negara lain mengenai
permasalahan yang sama dan peraturannya setingkat. Selain
membandingkan  peraturan  Perundang-undang dapat juga
membandingkan putusan pengadilan dari suatu negara dengan
putusan pengadilan dari negara lain untuk kasus yang sama. Tujuan
dari dilakukannya perbandingan tersebut adalah untuk mengetahui
persamaan dan perbedaan diantara kedua peraturan Perundang-
undangan tersebut. Hal tersebut akan menjawab bagaimana
pertimbangan-pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis
lahirnya peraturan  Perundang-undangan tersebut.®*® Dalam
melakukan penelitian ini, peneliti melakukan perbandingan

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur terkait tindak pidana

3 Ani Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori dan Prakter, (Surabaya : Jakad Media
Publishing, 2020), him.20.

%5 Kadarudin, Penelitian di Bidang llmu Hukum sebuah Pemahaman Awal, (Semarang :
Formaci, 2021), him. 109.
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pencabulan sesama jenis di negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei

Darussalam.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian ini dibagi menjadi 3 bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat

serta bersifat yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan

Perundang-undangan, putusan hakim, serta perjanjian internasional.

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum

primer berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan
Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana

Perintah Keterangan Mahkamah Syariah 2002 / Hukum Acara
Pidana Brunei Darussalam

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Kanun Hukuman Jenayah Syariah 2013 / Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana Brunei Darussalam
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7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual
8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-
undang Hukum Pidana.
9) Kanun Keseksaan (Akta 574) / Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Malaysia
10) Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593) / Hukum Acara Pidana
Malaysia
11) Enakmen Kanun Jenayah Syariah / Aturan Hukum Pidana Yang
dimiliki oleh Masing-masing Negara Bagian di Malaysia.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang
memperluas penggambaran mengenai bahan hukum primer seperti
rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari
kalangan akademisi hukum, dan lainya. Bahan hukum sekunder tidak
harus terikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder yang digunakan
dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:3®
1) Buku-buku hukum
2) Jurnal-jurnal hukum
3) Artikel IImiah hukum

4) Serta kamus hukum

% Ibid, him. 12.
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c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan petunjuk atau penjelasan
mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang
didukung oleh data hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier
yang digunakan penulis adalah KBBI (Kamus Besar Bahasa
Indonesia), majalah hukum, ensiklopedia hukum, internet, dan sumber
non-hukum lainnya yang mempunyai relevansi dengan topik
penelitian sebagai bahan pelengkap dalam penelitian ini.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Berdasarkan metode penelitian hukum normatif bahwa bahan
hukum yang dikumpulkan berupa bahan hukum yang mencakup peraturan
Perundang-undangan, doktrin  (pendapat ahli), putusan-putusan
pengadilan, buku-buku, jurnal, majalah, dan bahan hukum lainnya. Data
yang tersebut dikumpulkan dan diperoleh dari kegiatan studi dokumentasi
atau studi kepustakaan. Studi dokumentasi merupakan metode
pengumpulan data yang utama di dalam penelitian hukum normatif, sebab
validasi proposisi dasar dari penelitiannya bersandar kepada dokumen
tertulis.’
Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan
adalah dengan menggunakan studi dokumen, yaitu dengan menghimpun,

menyelusuri serta menyelidiki dokumen kepustakaan yang bisa

37 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan : Unpam Press, 2018), him. 40.
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memberikan informasi yang dibutuhkan. Dokumen yang dimaksud adalah

dokumen hukum yang diperoleh baik secara fisik maupun berbentuk file.

. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum merupakan uraian dari semua bahan
hukum yang telah disatukan dan dijelaskan sebelumnya secara terstruktur.
Kemudian bahan-bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diuraikan
secara logis guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Sebelum
peneliti menganalisis serta membentuk kerangka mental yang koheren,
maka terlebih dahulu bahan hukum telah dilakukan klasifikasi sesuai
dengan permasalahan yang ada. Sehingga bahan hukum tersebut layak
untuk dijadikan sebagai acuan peneliti dalam melakukan penelitian,
sehingga dapat disampaikan dalam bentuk tulisan yang sistematis serta
mudah dimengerti.

. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan cara deduktif. Yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum
ke khusus. Artinya adanya suatu pemikiran yang mendasar terhadap hal-
hal yang bersifat umum, yang kemudian dikelola serta diambil suatu
kesimpulan secara khusus agar dapat mencapai tujuannya yaitu berupa
rumusan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada penelitian ini.
Pertama peneliti mengumpulkan data dari hasil studi kepustakaan,
kemudian dari data yang telah diperoleh tersebut diuraikan secara umum,

lalu peneliti menganalisis serta menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
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H. Sistematika Penulisan
Untuk memahami serta mempermudah penulisan skripsi ini, maka
dibutuhkan suatu penulisan yang teratur, maka penulisan ini terbagi kedalam
empat bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan
skripsi ini sebagai berikut:

1. Bab |, bab ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup,
kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. Bab Il, pada bab ini adalah tinjauan pustaka yang berisi pengertian-
pengertian dari beberapa variabel judul penelitian ini.

3. Bab Il bab ini berisi mengenai jawaban dari pertanyaan dalam penelitian
ini.

4. Bab IV, bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini, yang berisikan
kesimpulan dari semua pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab
pembahasan serta berisi saran dari penulis terhadap pokok-pokok

permasalahan.
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